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Abstrak: Undang-Undang Cipta Kerja yang diberlakukan di Indonesia memberikan dampak yang 
signifikan terhadap regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek 
konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak perubahan 
regulasi tersebut terhadap praktek K3 di lapangan konstruksi. Melalui pendekatan analisis 
kebijakan,mengeksplorasi fleksibilitas baru yang diberikan kepada pengusaha dan perubahan 
dalam tanggung jawab terkait K3. Dampak positif meliputi peningkatan efisiensi proses perizinan 
dan stimulasi investasi di sektor konstruksi, yang dapat digunakan untuk meningkatkan standar 
keselamatan. Namun, terdapat keprihatinan terkait potensi pemangkasan kewajiban pengusaha 
terhadap K3 dan keterbatasan peran pekerja dalam pengambilan keputusan K3. Dalam 
membahas temuan ini,merekomendasikan penguatan budaya keselamatan, partisipasi aktif 
dalam advokasi kebijakan, dan pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi regulasi. 
Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dampak Undang-
Undang Cipta Kerja terhadap praktek K3 di proyek konstruksi dan mengidentifikasi langkah-
langkah proaktif yang dapat diambil untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat 
bagi semua pekerja. 

Kata Kunci: Undang Cipta Kerja Konstruksi, Dampak Regulasi K3, Pelaksanaan Proyek 
Konstruksi 

 

Abstract: The Job Creation Law enacted in Indonesia has a significant impact on the regulation of 
Occupational Safety and Health (OSH) in the implementation of construction projects. This study 
aims to identify and analyze the impact of these regulatory changes on OHS practices in the 
construction field. Through a policy analysis approach, it explores the new flexibilities given to 
employers and changes in OHS-related responsibilities. Positive impacts include increased efficiency 
of the licensing process and stimulation of investment in the construction sector, which can be used 
to improve safety standards. However, there are concerns regarding the potential trimming of 
employers' OHS obligations and the limited role of workers in OHS decision-making. In discussing 
these findings, it recommends strengthening safety culture, active participation in policy advocacy, 
and continuous monitoring of regulation implementation. As such, this research provides an in-
depth understanding of the impact of the Job Creation Law on OHS practices in construction projects 
and identifies proactive measures that can be taken to ensure a safe and healthy working 
environment for all workers. 

Keywords: Construction Job Creation Law, Impact of OHS Regulation, Construction Project 
Implementation 

 
PENDAHULUAN 

Latar belakang dari dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap regulasi 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proyek konstruksi mencerminkan 
perubahan signifikan dalam paradigma ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan 
diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, sektor ketenagakerjaan 
mengalami transformasi dalam upaya untuk meningkatkan iklim investasi, mempercepat 
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pertumbuhan ekonomi, dan memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pengusaha. 
1. Konteks Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: 

Undang-Undang Cipta Kerja diinisiasi sebagai langkah strategis pemerintah 
Indonesia untuk merespons tuntutan global dalam memperbaiki iklim investasi dan 
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembentukan undang-undang ini dipandang 
sebagai upaya menyeluruh untuk mengurangi birokrasi dan mempermudah proses 
bisnis. 

2. Fokus pada Fleksibilitas dan Efisiensi: 
Salah satu pijakan utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah memberikan 

fleksibilitas lebih besar kepada pengusaha dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan 
ketenagakerjaan. Dalam konteks proyek konstruksi, hal ini mencakup pembentukan 
perjanjian kerja yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan karakteristik proyek. 

3. Pergeseran dalam Tanggung Jawab K3: 
Dampak signifikan terhadap regulasi K3 muncul dari perubahan tanggung jawab 

antara pekerja dan pengusaha. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan lebih banyak 
keleluasaan kepada pengusaha, tetapi pada saat yang sama, menimbulkan pertanyaan 
tentang sejauh mana kewajiban mereka terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. 

4. Peningkatan Investasi dan Persaingan: 
Upaya pemerintah untuk menarik investasi dengan memberikan kemudahan 

berusaha diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi. Peningkatan 
investasi ini diharapkan dapat menciptakan peluang peningkatan standar keselamatan 
dan kesehatan kerja, seiring dengan persaingan yang lebih ketat di antara perusahaan 
konstruksi. 

5. Kritik terhadap Potensi Penurunan Kewajiban: 
Meskipun ada aspek positif, Undang-Undang Cipta Kerja juga mendapat kritik 

karena potensi penurunan kewajiban pengusaha terhadap K3. Beberapa pihak 
berpendapat bahwa pemangkasan kewajiban ini dapat membawa risiko terhadap tingkat 
kecelakaan dan cedera pekerja. 

6. Perlunya Evaluasi Terhadap Dampaknya: 
Dengan adanya perubahan yang signifikan, penting untuk melakukan evaluasi 

menyeluruh terhadap dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap regulasi K3 
konstruksi. Evaluasi ini mencakup aspek efektivitas, kepatuhan, dan dampak nyata 
terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja di lapangan konstruksi. 

Dengan memahami latar belakang tersebut, kita dapat lebih baik mengeksplorasi 
dampak konkret Undang-Undang Cipta Kerja terhadap regulasi K3 konstruksi, serta 
bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan proyek konstruksi secara 
keseluruhan. 

METODE PENELITIAN 
Memecahkan permasalahan dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap regulasi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi dalam pelaksanaan proyek memerlukan 
pendekatan yang sistematis. Berikut adalah beberapa metode yang dapat diterapkan: 

1. Analisis Gap: 
Identifikasi perbedaan antara regulasi K3 sebelum dan setelah Undang-Undang Cipta 

Kerja. Gunakan analisis gap untuk menentukan area yang memerlukan perhatian khusus. 
Fokus pada perubahan hukum dan regulasi yang mungkin mempengaruhi aspek K3 di 
proyek konstruksi. 
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2. Brainstorming: 
Selenggarakan sesi brainstorming dengan tim proyek, ahli K3, dan perwakilan 

pekerja. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan berbagai ide dan sudut pandang terkait 
dampak perubahan regulasi. Brainstorming dapat membantu mengidentifikasi solusi 
potensial dan melibatkan semua pemangku kepentingan. 

3. Analisis Risiko: 
Lakukan analisis risiko terhadap perubahan regulasi terkait K3. Identifikasi potensi 

risiko keselamatan yang dapat muncul dan dampaknya terhadap proyek. Dengan 
pemahaman yang mendalam tentang risiko, dapat dirancang strategi mitigasi yang efektif. 

4. Studi Kasus dan Pembelajaran dari Praktik Terbaik: 
Pelajari studi kasus dari proyek konstruksi lain yang telah menghadapi perubahan 

regulasi serupa. Analisis praktik terbaik dapat memberikan wawasan berharga tentang 
bagaimana mengatasi dampaknya dan menerapkan solusi yang berhasil. 

5. Partisipasi Pekerja: 
Libatkan pekerja dalam identifikasi permasalahan dan solusi potensial. Mereka 

memiliki pengalaman langsung di lapangan dan dapat memberikan pandangan yang 
berharga terkait dengan pelaksanaan praktik K3 yang efektif. 

6. Pemetaan dan Alur Kerja Baru: 
Buat pemetaan yang jelas tentang bagaimana alur kerja saat ini dan bagaimana 

perubahan regulasi akan memengaruhi langkah-langkah K3. Rancang alur kerja baru yang 
memperhitungkan perubahan hukum dan regulasi, serta peran masing-masing pihak. 

7. Pelatihan K3 yang Ditingkatkan: 
Selenggarakan pelatihan K3 yang intensif dan spesifik terkait dengan perubahan 

regulasi. Pastikan semua anggota tim proyek memahami implikasi dan kewajiban mereka 
terkait K3. Pelatihan ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap 
praktik K3 yang diperbarui. 

8. Sistem Pelaporan Insiden yang Efektif: 
Perkuat sistem pelaporan insiden dan hampir kecelakaan. Pastikan bahwa semua 

insiden, bahkan yang kecil sekalipun, dicatat dan dianalisis untuk mencegah kejadian 
serupa di masa depan. 

9. Implementasi Teknologi: 
Pertimbangkan penggunaan teknologi untuk memperkuat praktik K3. Penggunaan 

sensor IoT, aplikasi mobile, atau perangkat pintar lainnya dapat membantu dalam 
pemantauan real-time dan pelaporan kondisi yang berpotensi membahayakan. 

10. Audit Internal dan Eksternal: 
Selenggarakan audit internal dan eksternal secara berkala untuk mengevaluasi 

kepatuhan dan efektivitas implementasi praktik K3. Hasil audit dapat memberikan 
informasi berharga untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan sistem K3. 

11. Lobbi dan Advokasi: 
Libatkan diri dalam aktivitas lobbi dan advokasi terkait perubahan kebijakan yang 

diperlukan. Kolaborasi dengan asosiasi industri, lembaga pemerintah, dan serikat pekerja 
dapat membantu memperjuangkan kepentingan kolektif dalam menciptakan lingkungan 
kerja yang aman dan sehat. 

Melalui penerapan metode-metode ini, diharapkan proyek konstruksi dapat lebih 
baik mengelola dampak perubahan regulasi akibat Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya 
dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Fleksibilitas dalam Pembentukan Perjanjian Kerja: 

Dampak positif terlihat dalam fleksibilitas pembentukan perjanjian kerja antara 
pekerja dan pengusaha. Meskipun memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha, 
perjanjian tersebut dapat digunakan untuk memperkuat ketentuan K3 yang sesuai dengan 
kebutuhan proyek. 
Peningkatan Efisiensi dalam Proses Perizinan Proyek: 

Terjadi peningkatan efisiensi dalam proses perizinan proyek konstruksi. Meskipun 
tidak secara langsung terkait dengan K3, hal ini dapat mendukung pengimplementasian 
regulasi K3 lebih cepat setelah perizinan diterima. 
Stimulasi Investasi dan Peningkatan Standar Keselamatan: 

Terjadi peningkatan investasi dan persaingan di sektor konstruksi. Peningkatan 
investasi dapat digunakan untuk meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, 
tetapi perlu dipantau agar tidak mengakibatkan pemangkasan anggaran K3. 
Potensi Penurunan Kewajiban Pengusaha terhadap K3: 

Kritik muncul terkait potensi penurunan kewajiban pengusaha terhadap K3. 
Beberapa aspek dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat diartikan sebagai potensi 
pemangkasan kewajiban pengusaha terkait keselamatan dan kesehatan pekerja. 
Pengurangan Peran Pekerja dalam Pengambilan Keputusan K3: 

Ada kekhawatiran terkait potensi pengurangan peran pekerja dalam pengambilan 
keputusan K3. Fleksibilitas yang diberikan kepada pengusaha dapat mengurangi 
keterlibatan pekerja dalam proses pengambilan keputusan terkait K3. 
Potensi Pemangkasan Anggaran K3: 

Peningkatan efisiensi dan persaingan dapat membawa risiko pemangkasan anggaran 
K3. Pengawasan yang cermat diperlukan untuk memastikan sumber daya yang cukup 
dialokasikan untuk praktik K3 yang aman di lapangan. 
Pembahasan 
Tantangan Pengelolaan K3: 

Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas, tantangan muncul 
dalam pengelolaan K3. Diperlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa perjanjian 
kerja yang dibentuk tidak mengorbankan aspek keselamatan dan kesehatan pekerja. 
Kewaspadaan Terhadap Pemangkasan Kewajiban Pengusaha: 

Penting untuk menjaga kewaspadaan terhadap potensi pemangkasan kewajiban 
pengusaha terhadap K3. Langkah-langkah proaktif perlu diambil untuk memastikan bahwa 
perubahan regulasi tidak mengarah pada penurunan standar keselamatan. 
Peran Pekerja dan Budaya Keselamatan: 

Diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa peran pekerja tetap relevan 
dan bahwa budaya keselamatan diperkuat. Pendidikan dan pelatihan terus-menerus 
diperlukan untuk memastikan kesadaran pekerja tentang pentingnya keselamatan di 
tempat kerja. 
Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: 

Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan harus menjadi fokus utama. Dengan 
melakukan audit rutin dan evaluasi kinerja K3, proyek konstruksi dapat memastikan 
bahwa perubahan yang diterapkan sesuai dengan tujuan keselamatan. 
Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: 

Kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga K3 dan serikat pekerja, dapat 
memperkuat upaya keselamatan. Advokasi bersama untuk meningkatkan regulasi atau 
menanggapi perubahan yang tidak diinginkan dapat memberikan dampak positif. 
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Penyesuaian Strategis: 
Pemangkasan anggaran K3 harus diantisipasi dan ditanggapi secara strategis. 

Pemastian bahwa alokasi sumber daya tetap memadai untuk K3 menjadi kunci untuk 
menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. 
Partisipasi dalam Membentuk Kebijakan: 

Pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan konstruksi, diharapkan dapat aktif 
berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan K3. Dengan demikian, 
mereka dapat memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan 
praktis di lapangan. 

Dengan memahami hasil dan pembahasan ini, proyek konstruksi dapat mengambil 
tindakan yang sesuai untuk mengatasi dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap 
regulasi K3 dan menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. 
 

KESIMPULAN 
Dalam konteks proyek konstruksi, dampak Undang-Undang Cipta Kerja 

terhadap regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah membawa sejumlah 
perubahan signifikan. Secara umum, terdapat hasil positif dan negatif yang perlu 
diperhatikan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. 
Dampak Positif: 

1. Fleksibilitas dan Efisiensi: 
Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas dalam pembentukan 

perjanjian kerja, memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap kebutuhan 
proyek. Peningkatan efisiensi dalam proses perizinan juga memberikan peluang 
untuk memulai proyek lebih cepat setelah persetujuan. 

2. Stimulasi Investasi: 
Peningkatan investasi dan persaingan di sektor konstruksi dapat menjadi 

peluang untuk meningkatkan standar keselamatan. Investasi yang lebih besar dapat 
dialokasikan untuk program-program K3 yang efektif. 
Dampak Negatif: 

1. Potensi Pemangkasan Kewajiban Pengusaha: 
Terdapat potensi pemangkasan kewajiban pengusaha terkait K3, menimbulkan 

keprihatinan terhadap penurunan standar keselamatan. Perlu diwaspadai agar 
fleksibilitas tidak mengarah pada pengurangan komitmen terhadap perlindungan 
pekerja. 

2. Keterbatasan Peran Pekerja: 
Adanya kritik terkait keterbatasan peran pekerja dalam pengambilan 

keputusan K3 menunjukkan perlunya menjaga keterlibatan pekerja dalam aspek 
keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Potensi Pemangkasan Anggaran K3: 
Peningkatan efisiensi dan persaingan dapat mengarah pada pemangkasan 

anggaran K3, sehingga diperlukan pemantauan cermat untuk memastikan alokasi 
sumber daya yang memadai untuk K3. 
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